
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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                                              P E N E T A P A N

Nomor 188/Pdt.P/2018/PA Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Manado  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah  menjatuhkan

penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

LAODE AGUSLAN BESSE Bin  LAODE ABDUL YAMIN,  Lahir di Sorong 16

Agustus 1995   (umur  22 tahun), Agama Islam, Pekerjaan

Nelayan,  Pendidikan SMA,  Kewarganegaraan  Indonesia,

Golongan  Darah  (-),  Alamat  Desa  Kema  III  Jaga  XIV

Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya

disebut sebagai Pemohon I;

SAKILA DAPAT Binti  MUKSIN DAPAT, Lahir di kema 10 oktober 1997 (umur

20  Tahun),  Agama  Islam,  Pekerjaan  Tiada,  Pendidikan

SMK 1, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-),

Alamat  Desa  Kema  III  Jaga  XIV  Kecamatan  Kema

Kabupaten Minahasa Utara;  Selanjutnya disebut  sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dalam  surat

permohonannya tanggal  28 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat

Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan

Nomor  188/Pdt.P/2018/PA Md.  tanggal  26 April 2018  dengan  dalil-dalil  yang

pada pokoknya sebagai berikut :
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1. Bahwa  pada  tanggal  16  desember  2017  para  Pemohon  telah

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Desa  Kema III

Jaga  XIV  di  rumah  keluarga  Dapat-Mangkialo,  dengan  wali  nikah  yaitu

paman Pemohon II  bernama Rustam Dapat, dengan mahar berupa uang Rp

50.000 dibayar tunai, dan yang menjadi  munakih/Penghulu adalah Abdudul

Rahim serta  yang  menjadi  saksi  ketika  itu  adalah  Jufri  Mokodompit  dan

Sarimudin Laode  ;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor

Urusan Agama setempat;

3. Bahwa  sewaktu  akan  menikah  Pemohon  I  berstatus  jejaka  sementara

Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan

Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di

KUA Kecamatan Kema Kab. Minahasa Utara;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai

1 orang anak yang bernama;

5.1.  Waode Qeysha Azzahra Besse, lahir 5 Desember 2017

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk

kepastian  hukum  dan  nantinya  untuk  pengurusan  segala  yang  berkaitan

dengan pendataan;

7. Bahwa antara  Pemohon I  dan  Pemohon II  tidak  ada  hubungan  mahram

maupun  susuan  dan  sejak  melangsungkan  pernikahan  sampai  sekarang

tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II

beragama Islam);

8. Bahwa  untuk  kepastian  hukum  dan  tertib  administrasi  kependudukan

sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3

tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan

melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan

Kema untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
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9. Bahwa  para  Pemohon  tidak  sanggup  membayar  biaya  perkara,  karena

tergolong  dari  keluarga  tidak  mampu  (MISKIN)  sebagaimana  tercantum

dalam surat keterangan tidak mampu dari  Desa Kema III  dengan nomor:

410/SKTM/KMA.III/03/2018 tertanggal 22 Maret 2018;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  para  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama Manado  memeriksa  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Laode Aguslan Besse Bin

Laode Abdul Yamin) dan Pemohon II (Sakila Dapat Binti  Muksin Dapat)

yang dilangsungkan pada  tanggal 16 desember 2017 di rumah kel. Dapat-

Mangkialo; 

3. Memerintahkan  kepada  para  Pemohon  untuk  melaporkan  penetapan  ini

kepada KUA Kecamatan Kema sesuai dengan alamat domisili yang tertera di

atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4.  Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Bahwa  sesuai  Penetapan  Majelis  Hakim  pada  tanggal  27 April  2018

Nomor  188/Pdt.P/2018/PA  Mdo.  Jurusita  Pengganti  telah  mengumumkan

perkara  permohonan  isbat  nikah  tersebut  melalui  papan  pengumuman

Pengadilan Agama Manado selama 14 hari;

Menimbang bahwa terhadap pengumuman tersebut,  ternyata tidak ada

pihak  yang  keberatan  dengan  permohonan  Itsbat  Nikah  Pemohon  I  dan
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Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan

melanjutkan  pemerikasaan  permohonan  dengan  membacakan  surat

permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa  terhadap  permohonan Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk

beracara secara prodeo (cuma-cuma), maka setelah diadakan pemeriksaan

pendahuluan  sebelum  memeriksa  pokok  perkara  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan Putusan Sela  Nomor 188/Pdt.P/2018/PA Mdo.,  tanggal 14 Mei

2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara

prodeo; 

2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar  biaya perkara; 

Menimbang  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon I  dan Pemohon II  di  persidangan telah  mengajukan alat-alat  bukti

berupa :

- Saksi :

1.  Arifin  Lawonga,  umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan

Nelayan,  tempat  kediaman  di  Desa  Kema  III,  Jaga  VII,  Kecamatan,  Kema,

Kabupaten  Minahasa  Utara,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah

Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri  yang menikah pada

tanggal  16 Desember  2017 di  Desa  Kema III wilayah  hukum Kabupaten

Minahasa  Utara,secara  hukum  Islam  dengan  wali  nikah  ayah  kandung

Pemohon II  bernama Halil  Tulis degan mahar  uang Rp.  50.000,- dibayar

tunai,  dengan  dua  orang  saksi  nikah,  yang  bernama  Arifin  Laonga dan

Handoko Sugianto;

- bahwa sebelum penikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II

tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus
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jejaka dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai  hubungan darah,

semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk

melangsungkan penikahan dan keduanya beragama Islam;

- bahwa  pernikahan  antara  Pemohon I  dan  Pemohon II  dilaksanakan  atas

persetujuan keduanya; 

- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah

bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri  lain selain Pemohon II dan

tidak  ada  orang  yang  keberatan  dengan  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II; 

- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai tiga

orang anak; 

- bahwa  setahu  saksi  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada

didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II

disebabkan  pada  waktu  pernikahan  tersebut  Pemohon I  dan  Pemohon II

tidak mempunyai biaya; 

- bahwa tujuan Pemohon I  dan Pemohon II  mengajukan pengesahan nikah

adalah  sebagai  bukti  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dan  untuk

keperluan mengurus akte kelahiran anak;

2.  Abdul  Rahim Langkau,  umur  41 tahun,  agama Islam,  pekerjaan  Nelayan,

tempat kediaman di di Desa Kema III Jaga VIII, Kecamatan Kema, Kabupaten

Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah

Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri  yang menikah pada

tanggal  16 Desember  2017 di  Desa  Kema III wilayah  hukum Kabupaten

Minahasa  Utara,secara  hukum  Islam  dengan  wali  nikah  ayah  kandung

Pemohon II  bernama Halil  Tulis degan mahar  uang Rp.  50.000,- dibayar

tunai,  dengan  dua  orang  saksi  nikah,  yang  bernama  Arifin  Laonga dan

Handoko Sugianto;
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- bahwa sebelum penikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II

tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus

jejaka dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai  hubungan darah,

semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk

melangsungkan penikahan dan keduanya beragama Islam;

- bahwa  pernikahan  antara  Pemohon I  dan  Pemohon II  dilaksanakan  atas

persetujuan keduanya; 

- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah

bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri  lain selain Pemohon II dan

tidak  ada  orang  yang  keberatan  dengan  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II; 

- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai tiga

orang anak; 

- bahwa  setahu  saksi  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada

didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II

disebabkan  pada  waktu  pernikahan  tersebut  Pemohon I  dan  Pemohon II

tidak mempunyai biaya; 

- bahwa tujuan Pemohon I  dan Pemohon II  mengajukan pengesahan nikah

adalah  sebagai  bukti  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dan  untuk

keperluan mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan

Pemohon  II  membenarkannya  dan  sudah  mencukupkan  keterangan  serta

buktinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan

kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk

mendapatkan Itsbat Nikah serta memohon penetapan;

Menimbang  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  dalam  putusan  ini

menunjuk  kepada  segala  sesuatu  sebagaimana  termuat  dalam  Berita  Acara

Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Majelis

Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  masalah  dalam  perkara  ini

adalah Pemohon I  dan Pemohon II  pada dasarnya memohon ke Pengadilan

Agama Manado untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada

tanggal  16  Desember 2017  di  Desa  Kema, Kecamatan  Kema,  Kabupaten

Minahasa  Utara,  dengan  maksud  untuk  dipergunakan  sebagai  sebagai  bukti

perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dan  untuk  mengurus  Administrasi

kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II,

telah  dilakukan  pengumuman  oleh  Juru  Sita  Pengganti  Pengadilan  Agama

Manad selama 14 hari  dan atas permohonan tersebut  tidak ada pihak-pihak

yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I  dan Pemohon II

telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I

dan Pemohon II  telah  mengajukan  alat  bukti  dua orang  saksi  yang  masing-

masing bernama Arifin Laonge dan Abd. Rahim Langkau;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon

I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil

pembuktian, oleh karena kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah

dikuatkan  dengan  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  Majelis  Hakim  telah

menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari’at Islam yang

dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada 16 Desember 2017 di Desa

Kema , Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
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 Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai

atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat;

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan

sebagai  bukti  perkawinan  dan  untuk  megurus  kelengkapan  Administrasi

kependudukan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut,  telah

terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1)

dan  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  tidak  ada  larangan

perkawinan (mawaani’unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal

11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang,  bahwa permohonan Pemohon I  dan Pemohon II  tersebut

telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan

umum di  tempat  tinggalnya  dan  hingga  saat  ini  tidak  ada  seorangpun  yang

mengingkari  perkawinannya  tersebut  (Istidlhar).  Hal  ini  telah  sejalan  dengan

pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul

Fiqh  halaman  930,  yang  kemudian  diambil  alih  sebagai  pertimbangan  oleh

Majelis Hakim, sebagai berikut :

نھا               انتھا علي دلیل لھ یقم لم مادام بالزوجیة شھد فلن زوجة فلنة عرف من

Artinya:  “Barang  siapa  yang  mengetahui  bahwa  sesorang  perempuan  itu

sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami

isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang

tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis

Hakim  ternyata  bukan  karena  kelalaian  atau  kesengajaan  Pemohon  I  dan

Pemohon  II,  akan  tetapi  disebabkan  oleh  karena  pada  waktu  pernikahan

dilangsungkan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  mempunyai  biaya  untuk

mengurus  kelengkapan  surat  nikah,  sehingga  perkawinan  Pemohon  I  dan

Pemohon II tidak tercatat;
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Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak

diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam

kesulitan dan penderitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon

II  dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang

sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Yang  artinya  :  “Menolak  kerusakan  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan”,  maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat

menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang,  bahwa  atas  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  maka

permohonan  Pemohon  I  dan  Pdemohon  II  cukup  beralasan  dan  berdasar

hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan

sah perkawinan antara pemohon I  (  Sukri  Pakaya Bin Udin Pakaya) dengan

Pemohon  II  (Muliati  Basra  Binti  Basra)  yang  dilaksanakan  di  Kedlurahan

Sawanag  Bendar,  Kecamatan  Tahuna,  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  pada

tanggal 03 Mei 2006;

Menimbang, bahwa sesuai  dengan ketentuan Pasal  2 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975,  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  Peraturan  Perundang-

Undangan  yang  berlaku,  dan  pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai

pencatat  nikah.  Oleh  karena  itu  kepada  Pemohon  diperintahkan  supaya

mencatatkan  perkawinan  tersebut  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal atau pada Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Diana  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

dilangsungkan;     

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  aquo  masuk  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara

harus  dibebankan  kepada  Pemohon,  akan  tetapi  berdasarkan  Putusan  Sela
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Nomor  182/Pdt.P/2018/PA  Mdo.  tanggal  14 Mei 2018,  maka  Pemohon

dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat  segala  peraturan  perundang–undangan  yang  berlaku  dan

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 `Mei 2018 Masehi bertepatan dengan

tanggal 28 Sha’ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. RAHMAT, M.H., sebagai Ketua

Majelis,  Drs.  BURHANUDIN MOKODOMPIT dan  Drs.  SATRIO A.  M.  KARIM,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  ROSNA ALI, S.Ag., sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

 

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT Drs, RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. SATRIO A. M. KARIM

Panitera Pengganti,

Dto

ROSNA ALI, S.Ag 

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 0
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2. Biaya Proses Rp. 0

3. Panggilan Rp. 0

4. Redaksi Rp. 0

5. Meterai Rp. 0

Jumlah Rp. 0 ( Nol Rupiah);

AZWIR, SH
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